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ABSTRAK 
 

 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengaturan alur pelayaran 

yang tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 422 Tahun 2015 dalam 
menangani masalah labuh kapal di sungai kapuas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
pengaturan alur pelayaran dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 422 Tahun 
2015 telah memberikan kontribusi dalam mengurangi jumlah kapal yang berlabuh secara 
di Sungai Kapuas.  

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan 
empiris, mengkaji regulasi yang ada serta pelaksanaannya di lapangan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah memadai, implementasinya masih 
menghadapi kendala seperti kurangnya pengawasan dan sarana pendukung.  

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 422 Tahun 2015 dalam menangani 
masalah labuh kapal di sungai kapuas tidak efektivitas karena labuh kapal tidak sesuai 
dengan titik yang ditentukan. Namun, masih terdapat beberapa kendala yang menghambat 
efektivitas penerapan peraturan tersebut, seperti kurangnya pengawasan, lemahnya 
penegakan hukum, serta faktor geografis yang unik dari sungai kapuas. Untuk 
meningkatkan efektivitas, adanya peningkatan koordinasi antarinstansi, penguatan 
pengawasan, serta penyediaan fasilitas navigasi yang lebih baik, penelitian ini 
menyimpulkan bahwa diperlukan upaya yang lebih komprehensif dan berkelanjutan 
untuk mengatasi masalah labuh kapal di sungai kapuas, termasuk peningkatan koordinasi 
antar lembaga, modernisasi sarana dan prasarana pengawasan. Secara keseluruhan, 
meskipun Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 422 Tahun 2015 memberikan 
dasar yang kuat dalam mengatur alur pelayaran, efektivitasnya dalam penanganan kapal 
ilegal di Sungai Kapuas masih memerlukan perbaikan yang signifikan. Berdasarkan hasil 
yang diteliti berdasarkan berlabuh kapal ilegal masih memerlukan Peningkatan 
koordinasi antar instansi, peningkatan pengawasan di lapangan, serta penegakan hukum 
yang lebih tegas terhadap pelanggar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan disiplin 
pelayaran dan mengurangi permasalahan kapal ilegal di perairan tersebut. 

 
 
 

Kata Kunci: Berlabuh kapal Sungai Kapuas, Penegakan hukum, Pengawasan
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ABSTRACT 
 
 

This study aims to analyze the effectiveness of shipping channel arrangements 
contained in the Decree of the Minister of Transportation Number KP 422 of 2015 in 
dealing with the problem of ship anchoring in the Kapuas River. The results showed that 
the regulation of shipping lanes in the Decree of the Minister of Transportation No. KP 
422/2015 has contributed to reducing the number of ships anchored in the Kapuas River. 

This research uses a qualitative method with a normative and empirical 
approach, examining existing regulations and their implementation in the field. The 
results show that although the regulations are adequate, the implementation still faces 
obstacles such as lack of supervision and supporting facilities. 

The Decree of the Minister of Transportation No. KP 422/2015 in dealing with 
the problem of ship berthing in the Kapuas River is not effective because ship berthing 
is not in accordance with the specified points. However, there are still several obstacles 
that hinder the effectiveness of the implementation of the regulation, such as lack of 
supervision, weak law enforcement, and the unique geographical factors of the Kapuas 
River. This study concludes that more comprehensive and sustainable efforts are needed 
to address the problem of vessel anchoring in the Kapuas River, including improved 
coordination between agencies, strengthened supervision, and the provision of better 
navigation facilities. Overall, while Minister of Transportation Decree KP 422/2015 
provides a strong basis for regulating shipping lanes, its effectiveness in handling illegal 
vessels in the Kapuas River still requires significant improvement. Based on the results 
of the study, based on the anchoring of illegal vessels, improved coordination between 
agencies, increased supervision in the field, and stricter law enforcement against 
violators can be a solution to improve shipping discipline and reduce the problem of 
illegal vessels in these waters. 

 
 
 

Keywords: ship berthing Kapuas River, Law enforcement, Supervision.
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BAB I 
 

P E N D A H U L U A N 
 

A. Latar Belakang 
 

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan ribuan pulau yang tersebar 

dari Sabang hingga Merauke memiliki peranan strategis dalam sektor maritim. 

Sungai Kapuas di Pontianak, Kalimantan Barat, merupakan salah satu sungai 

terpanjang di Indonesia dan memiliki fungsi vital dalam kegiatan transportasi 

dan perdagangan. Aktivitas pelayaran di Sungai Kapuas menjadi salah satu urat 

nadi perekonomian daerah, dengan berbagai jenis kapal yang beroperasi di 

perairan ini. 

Transportasi laut memegang peranan penting dalam kelancaran 

perdagangan karena memiliki nilai ekonomis yang tinggi antara lain daya 

angkut banyak, dan biaya relatif murah. Guna menunjang perdagangan dan lalu-

lintas muatan, pelabuhan diciptakan sebagai titik simpul perpindahan muatan 

barang dimana kapal dapat berlabuh, bersandar, serta melaksanakan kegiatan 

bongkar muat. Perencanaan transportasi biasanya melibatkan aspek yang 

banyak dan beragam sehingga mempunyai ciri yang berbeda dengan Penelitian 

perencanaan bidang lain. Secara singkat ciri perencanaan transportasi ditandai 

dengan adanya multimoda; perencanaan transportasi selalu melibatkan lebih 

dari satu moda transportasi sebagai bahan Penelitian; multidisiplin; melibatkan 

banyak disiplin keilmuan karena Penelitiannya sangat beragam mulai dari ciri 

pergerakan, pengguna jasa, sampai sistem prasarana atau sarana transportasi 

sendiri, Multisektoral; banyak lembaga atau pihak terkait yang berkepentingan 

dengan Penelitian perencanaan trasportasi, Multimasalah; karena merupakan 
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Penelitian multimoda, multidisiplin dan multisektoral tentu saja menimbulkan 

multimasalah. 

Peran transportasi bukan hanya terbatas pada mengangkut manusia dan 

barang dari satu tempat ke tempat lain, namun memiliki dampak terhadap 

kondisi perekonomian wilayah. Biaya transportasi yang besar dapat berarti oleh 

isolasi geografis, sosial dan ekonomi yang menjadi hambatan bagi masyarakat 

miskin manajemen rantai pasok menerapkan sinkronisasi, integrasi, dan 

kolaborasi berbagai pihak serta diwujudkan dalam struktur kelembagaan dan 

organisasi yang efektif serta didukung oleh penyedia jasa logistik, diperlukan 

untuk mewujudkan sistem logistik nasional yang terintegrasi.1 Transportasi 

yang sering disebut sebagai pengangkutan merupakan kegiatan memindahkan 

orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain atau dari tempat asal ke 

tempat tujuan dengan aman dan selamat menggunakan sebuah alat atau 

kendaraan yang digerakkan oleh, mesin, hewan, atau manusia. Secara umum, 

terdapat empat pembagian dari transportasi, yaitu: 

1. Transportasi darat 

Secara umum, terdapat dua pembagian dalam transportasi darat 

ini, yaitu transportasi darat menggunakan kendaraan umum dan 

transportasi darat menggunakan kereta api. Pengaturan yang mengatur 

mengenai transportasi darat menggunakan kendaraan umum terdapat 

dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan 

Angkutan Jalan. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU LLAJ tersebut, Lalu 

Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri 

 
1 Atria Maharani, Retno Indriyati, Aditya Brahma Y. 2024.“Analisis Kualitas Pelayanan Keagenan Pada 

Proses Pemuatan Batubara Di PT. IDT TRANS AGENCY”. Skripsi, Universitas Brawijaya, 
Malang. 
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atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan 

Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, 

Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.2 

2. Transportasi perairan 

Transportasi perairan diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2008 tentang Pelayaran. Selain itu, transportasi perairan di 

Indonesia juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang 

Indonesia, tepatnya dalam Buku II Bab V, VA, dan VB. ketentuan-

ketentuan yang terdapat dalam KUHD dinyatakan tetap berlaku 

sampai ada peraturan perundang-undangan yang lebih spesifik yang 

mengaturnya, sesuai dengan asas lex specialis derogat legi generali. 

3. Transportasi udara 

Transportasi udara merupakan setiap kegiatan mengangkut 

penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari 

satu bandar udara (bandara) ke bandar udara lain atau beberapa  

bandar udara dengan menggunakan pesawat udara.3 . 

Dalam setiap kegiatan organisasi pengawasan sangat penting dilakukan, 

karena dengan pengawasan maka pekerjaan yang telah direncanakan akan 

terlaksana secara baik. Setiap kegiatan yang dilaksanakan organisasi apapun 

selama menginginkan pencapaian tujuan yang efektif dan efisien, maka 

pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen memegang peranan penting 

yang harus direalisasikan oleh pimpinan secara langsung dan kontinyu. 

 
2 Zulfiar Sani, 2010, Transportasi (Suatu Pengantar), Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta.  
3 Muhammad, Abdulkadir, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut dan Udara, PT Citra Aditya Bakti, 
Bandung.  
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Dengan pengawasan dapat dipastikan apa yang dikerjakan sesuai dengan 

rencana, melalui pengawasan yang seksama dapat dikemukakan kelemahan-

kelemahan dalam pelaksanaan pekerjaan dan sebagainya. 

Pemerintah, melalui Kementerian Perhubungan, telah berupaya 

mengatasi permasalahan ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan dan 

regulasi. Salah satu regulasi yang relevan adalah Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor KP 422 Tahun 2015, yang mengatur tentang tata cara 

pengelolaan alur pelayaran dan penetapan sistem navigasi. Regulasi ini 

bertujuan untuk menciptakan alur pelayaran yang aman, efisien, dan tertib, 

serta mencegah berbagai aktivitas ilegal, termasuk keberadaan kapal-kapal 

yang beroperasi tanpa izin.  

Namun, dalam pelaksanaannya, efektivitas dari regulasi ini di Sungai 

Kapuas masih diragukan. Masih terdapat berbagai kendala seperti kurangnya 

fasilitas pendukung navigasi, keterbatasan personel pengawas, lemahnya 

koordinasi antarinstansi terkait, serta rendahnya kesadaran para pengguna alur 

pelayaran terhadap pentingnya kepatuhan pada regulasi. Akibatnya, aktivitas 

kapal ilegal tetap berlangsung, sehingga tujuan dari regulasi belum tercapai 

secara optimal.  

Berdasarkan dari hasil data di Situs web ini, Penulis menemukan fakta-

fakta yang terjadi di lapangan Antara lain: 
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Gambar 1.1 

 
Posisi Berlabuh Kapal Yang Sudah Ditentukan 
 Sesuai Dengan Nomor : KP 422 Tahun 2015 

 

 

              Gambar 1.2 
 

Kalau dilihat dari satelit 
Sumber : https://www.marinetraffic.com/en/ais/home/centerx:109.305/centery:0.002/zoom:14  
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Gambar 1.3 

Kalau dilihat Seacara langsung/Fakta lapangan Bahwa kapal Tersebut 

tidak Berabuh Sesuai Titik Yang Ditentukan ( diluar dari titik 

kordinat yang di tentukan KP 422 Tahun 2025) 

Berdasarkan dari gambar di atas yang saya daptkan melalui Situs web dan 

dokumentasi secara langsung, menjelaskan bahwa Gambar 1.1 dan 1.2 

menunjukkan situasi parkir kapal secara sembarangan di kawasan tersebut. Parkir 

kapal liar mengacu pada kegiatan kapal yang berlabuh atau parkir tanpa izin resmi 

dari otoritas pelabuhan. Dalam gambar tersebut, terlihat beberapa kapal yang 

berlabuh tidak sesuai dengan aturan yang ditetapkan, yaitu: 

1. Penempatan yang Tidak Teratur: Kapal-kapal terlihat berlabuh secara 

acak tanpa memperhatikan zonasi yang telah ditentukan oleh pelabuhan. 

Hal ini menyebabkan kekacauan dan berpotensi mengganggu navigasi 

kapal lain yang akan masuk atau keluar dari pelabuhan. 

2. Kondisi Keamanan: labuh ilegal seperti yang terlihat pada gambar 

meningkatkan risiko kecelakaan di pelabuhan. Kapal-kapal yang diparkir 

tanpa aturan dapat bertabrakan satu sama lain atau dengan infrastruktur 

pelabuhan, mengakibatkan kerusakan dan potensi kebakaran. 
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3. Dampak Lingkungan: labuh kapal juga berkontribusi terhadap 

pencemaran lingkungan. Kapal yang berlabuh sembarangan sering kali 

membuang limbahnya langsung ke perairan pelabuhan, yang dapat 

mencemari air dan mengganggu ekosistem laut setempat. 

4. Kepatuhan Terhadap Regulasi: Gambar ini juga menunjukkan kurangnya 

kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak 

berwenang. Parkir liar merupakan pelanggaran terhadap undang-undang 

maritim dan peraturan pelabuhan yang berlaku, dan dapat dikenakan 

sanksi bagi pemilik kapal. 

Penanganan masalah Labuh kapal memerlukan upaya kolaboratif antara 

otoritas pelabuhan, pemilik kapal, dan instansi terkait untuk meningkatkan 

pengawasan, penegakan hukum, dan edukasi kepada pelaku maritim mengenai 

pentingnya mematuhi aturan parkir kapal yang berlaku. Gambar ini dengan jelas 

menekankan pentingnya penerapan aturan parkir kapal yang ketat dan 

pengawasan yang lebih baik untuk memastikan keselamatan, efisiensi, dan 

perlindungan lingkungan di pelabuhan. 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji sejauh mana 

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KP 422 Tahun 2015 efektif dalam 

menangani masalah kapal ilegal di Sungai Kapuas. Penelitian ini juga bertujuan 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi implementasi regulasi 

tersebut serta memberikan rekomendasi yang relevan untuk meningkatkan 

kualitas pengelolaan alur pelayaran di Sungai Kapuas. Dengan demikian, 

diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam menciptakan 

pengelolaan transportasi air yang lebih baik, mendukung keberlanjutan aktivitas 

ekonomi, serta menjaga keselamatan dan kelestarian lingkungan di wilayah 
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tersebut.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 

tentang “Efektivitas Pengaturan Alur Pelayaran Berdasarkan Keputusan 

Menteri Perhubungan Nomor : KP 422 Tahun 2015 Dalam Penanganan 

labuh Kapal di Sungai Kapuas”. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang masalah tersebut diatas penulis memfokuskan 

masalah yang akan diteliti sebagai berikut: Bagaimana Efektivitas 

Pengaturan Alur Pelayaran Berdasarkan Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor : KP 422 Tahun 2015 Dalam Penanganan labuh 

Kapal di Sungai Kapuas? 

C. Tujuan Penelitian 
 

Dengan berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka target 

yang hendak dicapai sebagai tujuan dari penelitian dalam menyusun skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Menganalisis Efektivitas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 

422 Tahun 2015 Dalam Penanganan labuh Kapal  Di Kawasan Pelabuhan. 

2. Mengidentifikasi Hambatan Dalam Implementasi Regulasi Keputusan 

Menteri Perhubungan Nomor : KP 422 Tahun 2015 Dalam Penanganan 

labuh Kapal di Sungai Kapuas. 

3. Mengkaji Upaya Upaya Yang Dilakukan Pihak Yang Berwewenang 
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Dalam Meningkatkan Efektivitas Keputusan Menteri Perhubungan 

Nomor : KP 422 Tahun 2015 Dalam Penanganan labuh Kapal Di Kawasan 

Pelabuhan. 

D. Manfaat Penelitian 
 

Dengan melihat tujuan penelitian yang telah diuraikan diatas maka manfaat 

dari penelitian antara lain adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan untuk penelitian 

selanjutnya dan dapat menjadi sumbangan pemikiran ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang ilmu hukum dan perkembangan hukum ekonomi. 

b. Memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat umum, khususnya 

mahasiswa hukum mengenai Efektivitas Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor : KP 422 Tahun 2015 Dalam menangani kasus 

labuh kapal sembarangan di kawasan sungai kapuas pontianak. 

2. Manfaat Praktis 
 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah  

dalam  menyempurnakan  peraturan perundang-undangan yang 

mengatur labuh kapal sembarangan di kawasan sungai kapuas 

pontianak. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat 

penegak hukum dalam menegakkan hukum terkait dengan labuh kapal 

sembarangan di kawasan sungai kapuas pontianak. 
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E. Keaslian Penelitian 
 

Penulisan penelitian dengan judul “Bagaimana Efektivitas Pengaturan Alur 

Pelayaran Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP 422 Tahun 

2015 Dalam Penanganan labuh Kapal di Sungai Kapuas” merupakan penelitian asli 

yang ditulis oleh penulis sendiri tanpa melakukan plagiasi dari karya tulis ilmiah 

lain atau skripsi orang lain. Berdasarkan pengamatan penulis sehingga penelitian 

ini penulis buat, belum ada penulis lain yang melakukan penelitian yang sama 

dengan penelitian yang penulis buat ini. Akan tetapi ada beberapa penelitian yang 

mirip dengan penelitian ini, antara lain: 

1. Ranto Pabalik, Universitas Katolik De la Salle Manado Skripsi dari Fakultas 

Teknik judul tesis “Analisis Karakteristik Parkir Di Pelabuhan Manado 

(Studi Kasus Pada Area Parkir Pelabuhan Kapal Cepat”  Permasalahan yang 

dibahas: Penelitian ini berfokus pada analisis karakteristik parkir di 

Pelabuhan Manado, terutama di area parkir kapal cepat? 4  

2. Saifullah, Universitas Sumatera Utara dengan judul tesis “Pengaruh Sanitasi 

Dan Manajemen Kapal Terhadap Kepemilikan Sertifikat Sanitasi Kapal Pada 

Pelabuhan Lhokseumawe”. Pemasalahan yang dibahas: pengaruh sanitasi 

kapal dan manajemen kapal (penerapan SOP dan kepemimpinan) terhadap 

kepemilikan sertifikat sanitasi Kapal di Pelabuhan Lhokseumawe?5 

3. Dimas Ahmad Alimuddin, Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang dengan judul 

“Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyandaran Kapal Asing Yang 

 
4 Ranto Pabalik, 2022.  “Analisis Karakteristik Parkir Di Pelabuhan Manado (Studi Kasus Pada Area Parkir 

Pelabuhan Kapal Cepat”. Skripsi, Fakultas Teknik Universitas Katolik De la Salle, Manado.  
5 Saifullah, 2010 “Pengaruh Sanitasi Dan Manajemen Kapal Terhadap Kepemilikan Sertifikat Sanitasi Kapal 

Pada Pelabuhan Lhokseumawe”. Skripsi, Universitas Sumatera Utara, Sumatera.  
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Diageni Oleh PT. Adi Bahari Nuansa Di Pelabuhan Banten”. Pemasalahan 

yang dibahas:  

a. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya keterlambatan 

penyandaran kapal asing yang diageni oleh PT. Adi Bahari 

Nuansa di Pelabuhan Banten?  

b. Apa dampak dari faktor-faktor penyebab keterlambatan 

penyandaran kapal asing yang diageni oleh PT. Adi Bahari 

Nuansa di Pelabuhan Banten?  

c. Upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi faktor-faktor 

penyebab keterlambatan penyandaran kapal asing yang 

diageni oleh PT. Adi Bahari Nuansa di Pelabuhan Banten?.6 

Dengan Demikian Yang membedakan penelitian skripsi penulis dengan 

ketiga penelitian skripsi di atas yaitu penulis membahas mengenai “Bagaimana 

Efektivitas Pengaturan Alur Pelayaran Berdasarkan Keputusan Menteri 

Perhubungan Nomor : KP 422 Tahun 2015 Dalam Penanganan labuh Kapal di 

Sungai Kapuas”. 

 
 
 
 
 
 
 

 
6 Dimas Ahmad Alimuddin, 2020, “Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan Penyandaran Kapal Asing Yang 

Diageni Oleh PT. Adi Bahari Nuansa Di Pelabuhan Banten”. Skripsi, Politeknik Ilmu Pelayaran 
Semarang, Semarang. 

 


